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KAJIAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN 
PENGATURAN TANAH TERLANTAR 




Abstrak : Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang 
Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah 
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai 
kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) 
yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak 
yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka 
kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan 
dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya secara 
sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan olehrakyat, karena 
tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal, 
untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi. 
 
Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Terlantar 
 
PENDAHULUN 
Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial. 
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Oleh karena itulah pembangunan yang dilakukan oleh bangsa 
Indonesia sebagai upaya mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin 
menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk 
menunjang terlaksananya pembangunan tersebut, salah satunya adalah 
tanah.Tanah memegang peranan yang penting sebagai lahan untuk 
merealisasikan pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. 
Seperti diketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena 
tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. 
Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan 
manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.2 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan tonggak 
berdirinya rezim agrarian baru yang didasari oleh hukum adat atau hukum 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.Asas-asas 
yang dikandung dalam UUPA terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) yang 
merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945.Dinyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.3 
Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, namun 
sebagai penguasa tanah, negara hanya memberikan pengaturan 
                                                             
2Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 
15 
3Ibid, hal. 17 
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mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan seperti, peruntukkan, 
penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai 
perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat 
dilakukan atas tanah-tanah tersebut. 
Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat 
tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. 
Peningkatan jumlah penduduk di setiap daerah yang sangat pesat telah 
meningkatkan permintaanakan tanah guna keperluan tempat tinggal dan 
tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh 
penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber 
daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Penawaran tanah yang 
terbatas bisa habis karena adanya erosi dan abrasi, yang mungkin adalah 
perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian. 
Mengingat kenyatan bahwa tanah merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat akan pentingnya tanah bagi 
kehidupan manusia, Indonesia sebagai negara agraris memandang 
penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan UUD 1945, 
tanah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
 
Kajian hukum bagi pemegang Hak….. Anwar 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 237 
 
Pokok-pokok Agraria (UUPA), disebutkan, bahwa atas dasar ketentuan 
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.4 
Hak menguasai negara tersebut, menurut Pasal 2 ayat (2) 
UUPA, memberikan wewenang kepada negara untuk tiga hal :5 
1.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumf, air dan 
ruang angkasa. 
Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan 
dalam Pasal 2UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang 
selanjutnya dirincidalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan 
atau badan hokum diberikan beberapa macam hak atas tanah. 
Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga 
Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pada dasarnya hanya warga 
negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya 
                                                             
4Ibid, hal. 18 
5Ibid, hal. 19 
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dengan bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk 
mendapat manfaat dan hasilnya. 
Konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang 
dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban 
memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, 
sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut 
dapat mempertahankan haknya. 
Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak 
Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya 
yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang 
sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah 
berdasarkan peruntukkannya dan subjek yang memohon hak atas tanah 
tersebut. Seperti contoh tanah yang dikuasai negara dapat diberikan Hak 
Guna Usaha, apabila peruntukkan tanah tersebut oleh pemohon hak 
digunakan untuk pertanian, perikanan atau peternakan, dan tanah Hak 
Guna Bangunan dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang 
akan mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang 
bukan miliknya. 
Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah 
diberikan untuk berbagai keperluan sebagaimana tersebut di atas, tidak 
selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai 
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dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan 
dan peruntukkan tanah, baik karena pemegang hak belum merasa perlu 
menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana 
yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah 
atau karena hal-hal lainnya. 
Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan 
tanah tersebut sesuai dengan peruntukkannya, maka tanah yang 
bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh 
pemegang hak. 
Pada prinsipnya, Hukum Agraria Indonesia tidak 
memperkenankan adanya tindakan penelantaran tanah oleh Pemiliknya 
(Pemegang Hak). Sebab tindakan demikian dikuatirkan akan memicu 
tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain 
seperti kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan 
bahkan Konflik horizontal. 
Guna mencegah munculnya efek negatif tersebut, maka upaya 
penelantaran tanah harus segera diantisipasi sedini mungkin. Untuk itulah 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria 
mengingatkan kita semua, terutama para Pemegang hak, untuk tidak 
menelantarkan tanahnya secara sengaja. Keseriusan UUPA melarang 
adanya tindakan penelantaran tanah, nampak pada ancaman berupa 
sanksi yang akan diberikan, yaitu : “Hapusnya hak atas tanah yang 
bersangkutan, pemutusan hubungan hukum antara Tanah dan Pemilik, 
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dan tanahnya akan ditegaskan sebagai Tanah Negara (Tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara), sebagaimana dalam Pasal 27, 34 dan 40 
UUPA”.6 
Definisi mengenai Tanah Terlantar terdapat dalam Penjelasan 
Pasal 27 UUPA, yang menegaskan bahwa "Tanah diterlantarkan kalau 
dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat 
dan tujuan dari pada haknya". Namun sejak pengundangan UUPA, Pasal-
pasal mengenai tanah terlantar ini tidak dengan serta merta dapat 
dilaksanakan, sebab petunjuk pelaksanaan pasal tersebut di atas belum 
diterbitkan, akibatnya larangan penelantaran tanah tidak efektif, sehingga 
tindakan penelantaran tanah semakin meluas dan tak terkontrol. 
Atas dasar uraian tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian atas akibat hukum terhadap pemilik hak atas 
tanah yang tanahnya diterlantarkan, serta perlindungan hukum bagi pihak 
yang menguasai dan mengelola tanah terlantar. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Tanah 
Istilah tanah memiliki arti yang sangat luas, untuk itu diperlukan 
batasan-batasannya. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok 
Agraria Nomor 5 Tahun 1960, batasan resmi mengenai tanah adalah 
sebagai berikut : 
                                                             
6Ibid, hal. 23 
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“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”. 
 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) di atas, maka yang dimaksud 
dengan tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah 
hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi 
dua dengan ukuran panjang dan lebar.7 
Istilah “menguasai” bukan berarti memiliki, namun mempunyai 
arti sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, dimana Negara 
diberikan wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan 
dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur 
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa termasuk di dalamnya juga mengenai tanah.8 
 
Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 
Hak atas tanah sebagai individual yang semuanya secara 
langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (Pasal 16 
dan 53 UUPA). Selanjutnya perlu diketahui hak-hak atas tanah sebagai 
hak individual yang diberikan oleh negara sebagai pemegang atas tanah 
(negara) yang menimbulkan wewenang untuk mengatur penggunaan, 
pemanfaatan tanah, serta hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan tanah tersebut (Pasal 2 ayat (3) UUPA). 
                                                             
7Ibid, hal. 25 
8Ibid, hal. 27 
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Mengenai hak-hak atas tanah tercermin dalam pasal 4 ayat (1) 
yang menyebutkan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Sedangkan 
Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “Hak-hak atas tanah yang dimaksud 
dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah 
yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 
ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 
tinggi”.9 
Pada tahun 1960, tepatnya 24 September 1960 lahirlah 
UUPA.Melalui UUPA, Pemerintah Republik Indonesia merombak sistem 
dan filosofi keagrariaan di Indonesia.Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi 
landasan terbentuknya UUPA tersebut. 
Dalam mencari penjelasan atas rancangan UUPA disebutkan 
ada tujuan pokok undang-undang pokok agraria:10 
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional 
yangakan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 
                                                             
9Ibid, hal. 29 
10Irawan Soerodjo,Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Arloka, 
Yokyakarta, 2003, hal.41 
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kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat tani, dalam rangka 
masyarakat yang adil dan makmur. 
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Selanjutnya rancangan tujuan tersebut diambil/dimasukkan 
dalam penjelasan umum UUPA 1960.Dengan penetapan tujuan pokok 
UUPA, maka secara utuh kita dapat mempelajari dan mengkaji tentang 
konsep tanah menurut Hukum Tanah Nasional. Pembangunan Hukum 
Tanah Nasional mengambil konsep Hukum Adat yang dirumuskan dengan 
kata-kata: “komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah 
secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi 
sekaligus mengandung kebersamaan”. Selanjutnya konsep tersebut 
dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa 
seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa 
Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.11 
 
Pengertian Penguasaan 
                                                             
11I Gede Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya Dari Masa 
Ke Masa,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 31 
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Secara etimologi penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang 
berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan 
atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, 
mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat 
diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau 
kesanggupan untuk menggunakan sesuatu. Jadi menurut bahasa, 
penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau 
perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang 
dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk 
kelangsungan hidup.12 
Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti 
fisik juga dalam arti yuridis.Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak 
menguasai tanah (tanah dalam penguasaan).Penguasaan dalam arti 
yuridis, dilandasi oleh “hak” yang dilindungi oleh hukum dan umumnya 
memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 
fisik tanah yang menjadi haknya. Tetapi ada juga penguasaan yuridis 
yang biarpun member kewenangan untuk menguasai tanah haknya 
secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. 
 
Penguasaan hak atas tanah 
Penguasaan dapat diperoleh melalui dua cara, pertama, 
pengambilan,yaitu dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, 
                                                             
12Maria. SW Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum 
Agraria, Andi Offset, Yokyakarta, 2003, hal. 49 
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dan kedua,penyerahan, yaitu cara penguasaan atas suatu barang dengan 
persetujuanpenguasa sebelumnya.13 
Hal tersebut berkaitkan dengan peraturan yang berlaku yaitu 
Undang–Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 Tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.Dalam hal ini 
masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun badan 
hukum tanpa ijin dari penguasa atau pemilik terdahulu, khususnya yang 
menyangkut tanah-tanah perkebunan yang dahulu dimiliki dengan hak 
menurut hukum barat yang merupakan salah satu cabang produksi yang 
penting bagi perekonomian negara. 
Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang 
telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai 
penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, 
dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada 
pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya 
kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan 
yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara fisik 
tetap ada pada pemegang tanah.14 
 
Tinjauan Umum Tentang Tanah Terlantar 
                                                             
13Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengatar, Liberty, 
Yokyakarta, 2002, hal. 49 
14Ibid, hal. 51 
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Mengenai konsep tanah terlantar yang hendak dijelaskan dalam 
uraian berikut ini, dipilih pengertian konsep sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Radbruch, ia mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan 
konsep hukum, yaitu “Terdapat dua jenis konsep hukum yakni konsep 
hukum yang yuridis relevan (legally relevant concepts) dan konsep hukum 
asli (genuine legal concepts). Konsep yuridis relevan adalah konsep 
hukum yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep 
yang digunakan untuk mendapatkan situasi fakta dalam kaitannya dengan 
ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi misalnya: 
Konsep fakta seperti benda, membawa pergi, atau mengambil. 
Sedangkan konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang 
digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum, misalnya: konsep hak, 
kewajiban, hubungan hukum, dan sebagainya”. 
Berdasarkan adanya 2 macam konsep hukum dari Radburch itu, 
dipilih konsep hukum yang yuridis relevan untuk menjelaskan konsep 
tanah terlantar, dengan alasan bahwa tanah terlantar merupakan fakta di 
lapangan adanya tanah hak yang tidak terawat, tidak produktif, dan 
kualitas kesuburannya menurun.  
Menurut Van Dijk :15 
a. Membahas tanah tidak dapat dilepaskan dari corak persekutuan 
persekutuan hukum. 
b. Tanah merupakan modal yang terutama dan satusatunya. 
                                                             
15Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Bandung, 2004, hal. 
18. 
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c. Campur tangan persekutari itu sehingga kesatuan dengan 
menggunaakan Kepala Persekutuan sebagai alatnya untuk mengutus 
hak-hak perorangan dalam suatu persekutuan. 
Menurut B. Ter Haar BZN:16 
Tanah adalah tempat dimana mereka berdiam, tanah memberikan 
makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi 
tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya. 
Jadi menurut Hukum Adat, “tanah terlantar”, lebih mengarah 
pada keadaan fisik tanah yang sudah tidak produktif dan tidak bertuan 
(ditinggalkan oleh pemegang haknya). Hanya secara yuridis tidak 
jelas kedudukannya.Karena tidak disebutkan siapa yang berwenang 
menetapkan suatu atau sebidang tanah adalah terlantar. Apabila 
memperhatikan kesimpulan berdasar pendapat para peneliti maka 
dinyatakan “kembali kepada hak ulayat atau masyarakat adat”. 
Biasanya yang berhak menyatakan tanah terlantar adalah ketua 
masyarakat adatnya.17 
 
Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya 
Ditelantarkan. 
 
Berlakunya Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional 
di Bidang Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960 
                                                             
16Ter Haar BZN, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemah K. Ng 
Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 51 
17Muchsin, Memahami Tanah Terlantar, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 36 
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diharapkan bisa membenahi sengketa agraria yang tak pernah berakhir. 
Namun sengketa agraria juga terkait dengan UU Nomor 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Otda). Dalam UU ini, tanah ternyata tidak berada 
di tangan otoritas pemerintah pusat. Ini pula faktayang kian menyulitkan 
penanganan masalah pertanahan di Indonesia. 
Dalam setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah 
kasus menunjukkan, rakyat biasanya tidak memiliki dokumen legal seperti 
sertipikat. Rakyat mengklaim tanah hanya berdasarkan kepada fakta 
historis belaka. Jika dengan dokumen legal seperti sertipikat pun, 
terkadang belum bisa membuktikan kepemilikan secara sah terhadap 
tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan aspek historis semata, 
tentu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan. 
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas 
tanahyang diterlantarkan, perlu kiranya dipertegas mengenai kriteria tanah 
terlantar, sehingga jelas tanah-tanah mana yang termasuk tanah terlantar 
yang pada akhirnya akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada 
pemiliknya. 
Kriteria tanah terlantar ini dapat ditemukan dengan cara 
mensitematisasi unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar, kemudian 
menyusunnya dalam struktur hukum tanah nasional. Adapun unsur-unsur 
yang ada pada tanah terlantar, yaitu : 
1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); 
2. Adanya tanah hak yang diusahakan/atau tidak (obyek); 
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3. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi hutan kembali 
ataukesuburannya tidak terjaga; 
4. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif; 
5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah; 
6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada Negara. 
Dengan diketahuinya unsur-unsur yang esensial terjadinya tanah 
terlantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan 
sebidang tanah adalah terlantar adalah dengan cara kembali menjelaskan 
dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, 
dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah. Sehingga 
apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara, 
itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberianhaknya. Sehingga kriteria 
tanah terlantar adalah: 
1. Harus ada pemilik/pemegang hak atas tanah (subyek); 
2. Harus ada tanah hak (HM, HGU, HGB,dll.) yang tidak terpelihara 
dengan baiksehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun; 
3. Harus ada jangka waktu tertentu; 
4. Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah 
sesuaidengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. 
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA memuat ketentuan 
yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah.Mengacu 
pada ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
dapat menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat. Namun, 
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kenyataan belum banyak berpihak pada rakyat. Ketidakjelasan aturan 
perundangan membuat posisi rakyat terpinggirkan. 
Sengketa tanah di pengadilan meningkat pada 2 dekade terakhir 
ini dan lemahnya hukum pertanahan menyebabkan munculnya mafia-
mafia pertanahan, sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan dengan 
mengefektifkan fungsiperaturan perundang-undangan mengenai 
pertanahan. 
Lebih lanjut menurut Ondoafi pada Kampung Nafri menyatakan 
bahwa, tidak berfungsinya pendaftaran tanah sebagaimana mestinya 
bukan semata-mata disebabkan karena adanya kekurangan peraturan-
peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, namun disebabkan 
karena ada kendala lainnya, yaitu di samping kekurangan anggaran, alat 
dan tenaga serta banyaknya bidang tanah yang tersebar di Wilayah 
Indonesia khususnya di Kampung Nafri, juga disebabkan karena adanya, 
dis-sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan tertulis di bidang 
pertanahan, baik secara vertikal maupun horisontal sebagaimana yang 
akan diuraikan berikut ini. Hal tersebut merupakan faktor penyebab yang 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subyek hukum atas 
kepemilikan tanah disamping ketidakpastian prosedur hukum. Timbul 
suatu pertanyaan, dengan cara bagaimana kepastian hukum tersebut 
dapat dicapai dan kepada siapa perlindungan hukum diberikan. 
Menurut Kepala Suku pada Kampung Nafri, dalam hukum 
berlaku satu asas, yaitu bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap 
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orang, sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan. Hukum juga memberi 
perlindungan absolut dan relatif, karena kepemilikan pada pihak-pihak 
yang menduduki tanah tersebut saat ini adalah kepemilikan kebendaan 
maupun kepemilikan perorangan. Lebih lanjut beliau juga menyatakan 
bahwa : "Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya 
perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional 
mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiric, keberadaan 
peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten 
dan konsekuen oleh Sumber Daya Manusia pendukungnya." 
Ketidakpastian hukum timbul karena perangkat peraturan 
perundang-undangan yang secara operasional di bidang pertanahan tidak 
mampu mendukung pelaksanaannya karena adanya baik dis-sinkronisasi 
secara vertikal maupun horisontal pada perangkat peraturan perundang-
undangan tersebut meski Sumber Daya Manusia dalam hal ini, para 
petugas di Kantor Pertanahan setempat, masyarakat/badan hukum telah 
secara konsisten dan konsekuen mendukung keberadaan peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
Makin banyaknya, perkara sengketa tanah disebabkan pula 
karena masi kurangnya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat akan 
Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya di bidang pertanahan, 
kurang adanya koordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah 
tanah tersebut bahkan sering tidak ada persepsi yang sama mengenai 
pengertian-pengertian yang terkandung dalam peraturan-peraturan 
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pertanahan yang ada juga peraturan-peraturan dibidang pertanahan 
masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga tidak menimbulkan 
ketidakjelasan. 
Tujuan Politik Hukum bukan hanya menjamin keadilan, akan 
tetapi juga menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan 
erat dengan efektifitas hukum, sebab jaminan kepastian hukum akan 
timbul, apabila negara memiliki sarana-sarana yang memadai untuk 
melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. 
Aliran yang menganggap tujuan hukum adalah semata-mata 
keadilan sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak dan keadilan 
bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut seseorang. Dengan 
menyatakan bahwa tujuan hukum itu untuk pertama-tama adalah untuk 
menciptakan kepastian hukum, maka perlu dipahami apa yang dimaksud 
dengan kepastian hukum. 
Menurut Kepala Suku pada Kampung Nafri ”kepastian hukum", 
berarti hal yang dapat ditentukan (bepaalbaarheid) dari hukum, dalam hal-
hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (yustisiabelen) ingin 
mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, 
sebelum ia memulai dengan perkara. berarti pula keamanan hukum, 
artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. 
Apabila dilihat dari sisi lembaga peradilan, maka kepastian 
hukum itu tidak lain dari apa yang dapat dan/atau boleh diperbuat oleh 
seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa 
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mendapat hukuman, atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki 
seseorang, tidak dapat dibatalkan oleh hakim. 
Berkaitan dengan hal di atas, tiadanya jaminan kepastian hukum 
karena adanya konflik yang timbul sebagai akibat dari dis-sinkronisasi 
secara vertical maupun horisontal dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang pertanahan dapat dijadikan sebagai landasan bagi subyek 
hukum untuk memperoleh perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas 
tanahnya, atau bagaimana pihak-pihakyang berkepentingan dapat 
mempertahankan haknya. 
Berdasarkan kepemilikannya tersebut, ia dapat bertindak dengan 
tanpa mendapat hukuman atau hakim tidak dapat membatalkan perbuatan 
yang dilakukannya tersebut. 
Menurut salah satu masyarakat pada Kampung Nafri yang 
menyatakan bahwa, Dalam suatu peraturan perundang-undangan harus 
mencakup 3 (tiga) asas, yaitu :Pemenuhan asas keadilan dalarn suatu 
peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan 
dipenuhinya syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai 
apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman 
untuk pelaksanaan yang sama, danbahwa peraturan yang ada akan 
dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Di samping itu kepastian 
hukum akan tercapai bila peraturanyang diterbitkan memenuhi 
persyaratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata 
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urutan peraturan perundang-undangan dan secara substansial materi 
yang diatur tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan 
peraturan lain yang relevan yang lebih tinggi tingkatannya (sinkron secara 
vertikal) ataupun bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar 
tingkatannya (sinkron secara horisontal). Materi suatu peraturan 
perundang-undangan banyak tergantung pada proses pembuatannya. 
Transparansi di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat 
menambah bobot kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat lugs dapat mengetahui tentang materi yang akan diatur dan 
diberi kesempatan untuk memberikan masukan yang dapat dipergunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk kelengkapan atau penyempurnaan 
peraturan itu.Asas ketiga yang perlu diperhatikan dalarn suatu peraturan 
perundang undangan adalah kemanfaatan. peraturan akan ditaati karena 
masyarakat merasa yakin akan manfaatnya, yakni memberikan 
kemungkinan tercapainya kebutuhan dan kepentingannya untuk 
berkembang secara wajar. 
Hak-hak subyek hukum atas suatu bidang tanah dengan alat 
bukti berupa suatu sertipikat harus dilindungi mengingat sertipikat hak 
atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang 
berwenang. Oleh karenanya menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH 
Perdata merupakan bukti otentikyang memiliki kekuatan pembuktian 
sempurna. Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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Tahun 1997 ditentukan dengan tegas bahwa sertipikat merupakan Surat 
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data 
yuridis dan data pisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat 
pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau publik) atas 
suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas 
tanah tertentu. Sebutan "sertipikat" atau certificate (ing), certificaat / 
certifikaat (bld), adalah merupakan tanda pernyataan atau keterangan 
yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat Hak-hak subyek hukum 
atas suatu bidang tanah dengan alat bukti berupa suatu sertipikat harus 
dilindungi mengingat sertipikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang 
dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Oleh karenanya menurut 
Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan bukti otentik 
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam Pasal 32 avat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan dengan tegas 
bahwa sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
Menurut pendapat Ondoafi pada Kampung Nafri, sertipikat 
(tanah) adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah 
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu 
tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu 
hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu. 
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Lebih lanjut dikatakan, bahwa sertipikat tanah merupakansurat 
tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
datafisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik 
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur 
dan buku tanahyang bersangkutan. Dari sini sudah dapat ditangkap 
bahwa makna sertipikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan 
suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau 
instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh 
BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) 
lembaga/Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang 
olehnegara untuk menerbitkannya. Sertipikat sebagai tanda dan atau 
sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum 
yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan yuridis. 
Dikatakan oleh Kepala Suku pada Kampung Nafri, sertipikat hak 
atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik 
(keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian 
bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu) dan 
data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang 
didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-
beban lain yang berada di atasnya). Dengan memiliki sertipikat, maka 
kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak dan 
obyek haknya menjadi nyata. 
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Menurut saya bahwa sertipikat adalah salinan buku tanah dan 
surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama dengan suatu kertas 
sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertipikat 
dan diberikan kepada yang berhak. 
Sertipikat (hak atas tanah) merupakan produk hukum yang 
diterbitkan oleh BPNRI yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat 
pembuktian hak seseorang atau badan hukum (privat atau publik) 
mempunyai hak atas suatu bidang tanah.Di atas telah diuraikan yang 
dimaksudkan dengan itu. Selanjutnya akan diuraikan dimana diatur 
sertipikat itu dalam peraturan perundang undangannya dan kekuatan 
yuridis sertipikat selaku dokumen dan instrument yuridis dihadapan 
hukum. 
Kontruksi hukum sertipikat hak atas tanah dan kekuatan 
pembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundangan. 
Didalam UU (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) di dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan: 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; 
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
Berdasarkan Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa 
prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak 
terhadap hak atas atas yang sudah terdaftar siapapun itu (terlepas dari 
apakah dia menenlantarkan tanahnya atau tidak). Bahwa jaminan bukti 
adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda bukti 
hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang"kuat". Sebagai catatan 
bahwa ketentuan tersebut belum menyebutkan kata "sertipikat" sebagai 
surat tanda bukti hak. 
Sebutan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak baru tersebut 
dalam ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 20 PP 
No. 24 Tahun1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa "sertipikat adalah 
surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2, 
huruf c, Undang-Undang PokokAgraria untuk Hak Atas Tanah, Hak 
Pengelolaan, tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum terhadap 
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pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, 
dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan 
yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah 
(Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam 
UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau 
peruntukannya maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu 
hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas 
tanah. Selanjutnya secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan 
dibutuhkan olehrakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan 
mereka yaitu untuk tempattinggal mereka, untuk tumbuh dan 
berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang. 
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